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Abstract: In order to improve the welfare of public 
servants, the Government provides official housing, which 
of them can be owned by leasing. The payments are 
through the withholding of the civil servant's salary each 
month, and a lease agreement is made in the presence of a 
Notary Public. After the expiration of the lease period, the 
Government issues Letter of Release of Rights to the civil 
servant made before the Notary. The conclusion of this 
writing is: first, the authenticity of the deed of sale and 
purchase of government land purchased by Public Servant 
is valid and has perfect proof power, but in the case for the 
handling of ownership in the Land Office, the deed of sale 
and sale can not be used as the requirements, but the Deed 
or Letter of Release of Rights of the government made 
before the Notary. Secondly, the legal protection for Civil 
Servants who buy a State house for residence is a 
regulation through legislation, consisting of arrangements 
concerning the procedure of granting property rights to a 
civil servant or his heirs of the official housing he buys. 
 
Abstrak: Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
pegawai negeri, Pemerintah mengadakan perumahan dinas, 
yang di antaranya bisa dimiliki dengan secara sewa beli. 
Pembayarannya melalui pemotongan gaji pegawai negeri 
tersebut setiap bulannya, dan dibuat perjanjian sewa beli di 
hadapan Notaris. Setelah habis jangka waktu sewa beli 
maka dikeluarkan Surat Pelepasan Hak dari pemerintah 
yang dibuat di hadapan Notaris kepada pegawai negeri 
tersebut. Kesimpulan dari penulisan ini adalah: pertama, 
autentisitas akta jual beli atas tanah pemerintah yang dibeli 
oleh Pegawai Negeri adalah sah dan mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna, namun dalam hal untuk 
pengurusan pemberian hak milik di Kantor Pertanahan, 
maka akta jual beli tersebut tidak dapat dipergunakan 
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sebagai persyaratannya, melainkan Akta atau Surat 
Pelepasan Hak dari pemerintah yang dibuat di hadapan 
Notaris. Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai 
Negeri yang membeli rumah Negara untuk tempat tinggal 
adalah berupa pengaturan melalui peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas pengaturan mengenai tata cara 
pemberian hak milik terhadap pegawai negeri atau ahli 
warisnya atas rumah dinas yang dibelinya. 
 
Kata Kunci: Peralihan hak atas tanah, rumah dinas, 
Pemerintah, dan Pegawai Negeri 
 
A. Pendahuluan 
Rumah tinggal merupakan tempat untuk berlindung 
atau bernaung dari pengaruh keadaan alam sekitarnya, serta 
merupakan tempat beristirahat setelah bertugas untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang dari semua 
jenis profesi atau pekerjaan, juga membutuhkan rumah 
tinggal, tak terkecuali bagi yang berprofesi atau bekerja 
sebagai pegawai negeri pun membutuhkan rumah tinggal.1 
Untuk mewujudkan harapan mempunyai rumah tinggal 
tersebut, maka tidak akan terlepas dari tanah yang akan 
menjadi tempat dibagunnya sebuah rumah tinggal tersebut. 
Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia 
yang sangat absolute dan vital. Artinya kehidupan manusia 
dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. 
Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dengan 
tanah, dengan kata lain manusia sulit untuk hidup. Bahkan 
secara ekstrim dikatakan bahwa manusia tidak akan hidup 
tanpa adanya tanah, sekalipun unsur kehidupan manusia di 
dunia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti: 
air, udara, flora, fauna, maupun benda-benda yang lain.2  
Tanah juga memiliki posisi yang strategis dan sebagai 
kebutuhan mendasar, karena hampir sebagian besar 
                                                        
1 Ridho Muhammad, Kemiskinan di Perkotaan, (Semarang: Penerbit 
Unissula, 2001), h. 18. 
2 J. Andi Hartanto, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum 
Bersertifikat, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), h. 1. 
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aktivitas dan kehidupan manusia bersentuhan dengan tanah. 
Tanah dijadikan tempat tinggal manusia, sehingga manusia 
dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan 
dapat dirasakan mempunyai pertalian yang berakar dalam 
alam pikiran manusia. Kebutuhan tersebut adalah logis, 
karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat untuk 
mencari dan tempat pemberi makan, tempat manusia 
dilahirkan, tempat manusia dimakamkan, dan tempat arwah 
leluhurnya sehingga selalu ada pasangan antara manusia 
dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah. Bahkan 
secara religius dikatakan bahwa manusia adalah berasal dari 
tanah, sehingga mereka kelak akan kembali kepada tanah. 
Nabi pertama manusia, yaitu Adam diciptakan oleh Tuhan 
dari tanah, sehingga kemudian oleh Tuhan diturunkan ke 
Bumi yang di dalamnya berisi unsur tanah, udara dan air 
yang dapat memberi kehidupan kepada seluruh manusia 
dan makhluk hidup lainnya.3 
Suatu hak atas tanah dialihkan atau diperalihkan 
apabila hak atas tanah tersebut dipindahkan atau 
dipindahtangankan dari/oleh pemegang hak selaku subjek 
hukum/hak kepada pihak lain karena suatu perbuatan 
hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak 
lain tersebut memperoleh hak atas tanah yang dialihkan. 
Jadi peralihan hak atas tanah terjadi karena memang 
disengaja dan merupakan perbuatan/hak kepada pihak lain 
karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan 
dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak atas 
tanah yang dialihkan. Jadi peralihan hak atas tanah terjadi 
karena memang disengaja melalui suatu perbuatan hukum 
antara pemegang hak lama dengan pihak ketiga yang akan 
menjadi penerima hak dan sekaligus nantinya adalah 
sebagai pemegang hak baru. 
Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang 
Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang 
                                                        
3 Ibid. 
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Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah 
(selanjutnya disingkat Kepmen Agraria 2/1998), pada Pasal 
1 angka 3 ditentukan bahwa tanah untuk rumah tinggal yang 
telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah adalah: 
1. Tanah yang di atasnya berdiri rumah negara golongan 
III yang telah dibeli oleh pegawai negeri; 
2. Tanah yang dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah 
atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, yang di atasnya berdiri rumah tinggal atau yang 
dimaksudkan untuk rumah tinggal. 
Rumah tinggal golongan III yang dimaksud adalah 
rumah-rumah dinas yang disediakan untuk dimiliki secara 
sewa beli oleh pegawai yang bersangkutan. Ini berarti dalam 
masa baktinya kepada negara, pegawai yang bersangkutan 
membayar sewa/cicilan setiap bulannya. Biasanya otomatis 
dipotong dari gaji bulanan, sehingga ketika purna tugas, 
nominal harga yang harus dibayarkan tidak terlalu banyak. 
Sedangkan untuk tanah sebagaimana disebut di atas dalam 
poin b, semula diserahkan penggunaannya kepada pegawai 
negeri untuk rumah tinggal dan kemudian diperbolehkan 
untuk dibeli oleh pegawai yang bersangkutan. Jika masuk 
dalam kategori ini, maka perolehannya baru bisa dilakukan 
setelah ditempuh prosedur dan persetujuan tertentu yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pelepasan aset pemerintah. 
Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah bagi 
Pegawai Negeri, pemerintah telah berupaya melalui 
kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini 
antara lain dengan pemberian Hak Milik Atas Tanah yang 
berasal dari Tanah Negara yang dalam praktek biasanya 
permohonan tersebut berlaku untuk rumah dinas (rumah 
negara) golongan III, melalui mekanisme permohonan 
kepada pemerintah melalui Kantor Pertanahan setempat 
dengan memberikan Uang Pemasukan atau Ganti Rugi 
sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan 
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besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari tanah yang 
dimohonkan.  
Pada dasarnya tujuan pelayanan pendaftaran tanah 
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam 
mencapai tujuan tersebut sasaran pemerintahan dalam 
mengelola pertanahan adalah catur tertib pertanahan, yaitu 
tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, 
tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan 
lingkungan hidup. 
Pemerintah dalam rangka menjamin dan 
meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, secara teratur 
mengadakan perumahan dinas bagi pegawai negeri tersebut, 
yang di antara rumah-rumah dinas tersebut ada yang 
disediakan untuk dimiliki secara sewa beli oleh pegawai 
yang bersangkutan untuk menjamin tersedianya rumah 
tinggal bagi pegawai tersebut pada masa sesudah pensiun, 
yang pembayarannya dipotongkan dari gaji pegawai negeri 
yang bersangkutan tiap bulannya. Pemerintah yang menjual 
rumah dinas kepada pegawai negeri tersebut biasanya 
dilakukan secara diangsur dan dibuat perjanjian sewa beli di 
hadapan Notaris dan ada jangka waktunya. Setelah habis 
jangka waktu sewa beli maka ada Surat Pelepasan Hak dari 
pemerintah kepada pegawai negeri yang membeli rumah 
dinas tersebut. Pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan 
di atas surat atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang 
menyatakan bahwa pemegang hak yang bersangkutan telah 
melepaskan hak atas tanahnya. Akta atau surat dimaksud 
umumnya berjudul Akta Pelepasan Hak (APH). APH kadang 
dikenal juga dengan nama Surat Pelepasan Hak (SPH). 
Tulisan ini berusaha memaparkan dan menganalisis 
dua hal, yaitu: (1) autentisitas akta jual beli notariil atas 
tanah pemerintah yang dibeli oleh pegawai negeri, dan (2) 
bentuk perlindungan hukum bagi pegawai negeri sebagai 
pembeli tanah untuk rumah tinggal dari pemerintah? 
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B. Autentisitas Akta Jual Beli Notariil Atas Tanah 
Pemerintah yang Dibeli oleh Pegawai Negeri 
1. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik 
Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 
bersamaan bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi: 
Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, 
merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para 
ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya 
tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai 
pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya 
diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal 
pada akta itu.4 
Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg memuat pengertian 
dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. 
Pengertian akta autentik dijumpai pula dalam Pasal 1868 
KUHPerdata, yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah 
suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. 
Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang 
berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan 
tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan 
Notaris,5 hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, 
bahwa syarat akta autentik, yaitu:6  
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang 
(bentuknya baku); 
b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.   
                                                        
4 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: 
Erlangga, 1999), h. 42. 
5 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah 
Agung: Hukum Acara Perdata Setengah Abad, (Jakarta: Swa Justitia, 
2005), h. 152.    
6 Philipus M. Hadjon, “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta 
Otentik”, dalam Surabaya Post, 31 Januari 2001, h. 3. 
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Dikemukakan pula oleh Irawan Soerojo, bahwa ada 3 
(tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu 
akta autentik, yaitu:  
a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 
b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum  
c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 
yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta 
itu dibuat.7 
Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut:  
a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk 
dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan 
sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan 
dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan 
tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya 
ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.  
b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap 
berasal dari pejabat yang ber Arkola wenang.  
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus 
dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara 
pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat 
ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat 
dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan 
kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q data 
dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut).  
d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan 
mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak 
memihak dalam menjalankan jabatannya.  
e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh 
pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang 
hukum privat.8 
 
                                                        
7 Irawan Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, 
(Surabaya: Arkola, 2003), h. 148.  
8 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang 
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 3-4. 
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2. Kekuatan Pembuktian dalam Akta yang Dibuat oleh 
Notaris 
Akta merupakan surat yang dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan sebagai 
bukti, yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar 
suatu hak atau perikatan. Ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut sebagai akta 
adalah : surat itu harus ditandatangani, surat itu harus 
memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, dan surat itu diperuntukn sebagai alat bukti. Pasal 
1867 KUH Perdata yang berbunyi “pembuktian dengan 
tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun 
dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Dari bunyi pasal 
tersebut maka akta dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk 
yaitu, akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta di bawah 
tangan lazim disebut dengan Onder-hands, sedangkan akta 
Otentik lazim disebut sebagai Authentic akta. Akta otentik 
tersebut adalah surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan 
pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu dengan 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta 
digunakan sebagai bukti untuk peristiwa hukum. Akta 
otentik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut: akta itu harus dibuat “oleh” 
(door) atau “di hadapan” (tenoverstaan) seorang pejabat 
umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang, Pejabat umum oleh atau di hadapan 
siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk 
membuat akta. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, akta 
otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan atau di 
hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 
tempat dimana akta dibuatnya. 
Terkait dengan akta otentik yang dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh 
penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 
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berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk 
dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. 
Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 
(Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang 
berbunyi sebagai berikut: “Akta otentik yaitu suatu akta 
yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi 
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara 
para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang 
mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum 
didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di 
dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang 
terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat 
hubungannya dengan pokok daripada akta.” 
Pejabat yang dimaksudkan antra lain ialah Notaris 
atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Panitera, Jurusita, 
Kantor Catatan Sipil (yang disetujui Walikota), Hakim dan 
sebagainya. 
Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan 
pengaruh yang diharapkan, kuasa dari Negara yang 
diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan 
kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan 
yang besar, karena itulah akta mempunyai kekuatan 
pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari 
orang-orang yang diperkuat oleh sumpah. 
 
3. Syarat-syarat dan Tata Cara/Proses Pembuatan Akta 
Jual Beli Tanah 
Jual Beli tanah syaratnya ada 2 (dua), yaitu: syarat 
materil dan syarat formil, yaitu:9 
a. Syarat Materil 
Syarat materiil sangat menentukan sahnya jual beli 
tanah tersebut, antara lain sebagai berikut: 
                                                        
9 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), h. 77. 
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1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. 
Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak 
harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang 
dibelinya. 
2) Penjual berhak untruk menjual tanah yang 
bersangkutan yang berhak menjual suatu bidang 
tanah tentu saja pemegang hak yang sah atas tanah 
tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik 
sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak 
untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, apabila 
pemilik tanah adalah dua orang maka yang berhak 
menjual tanah itu ialah kedua orang itu bersama-
sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak 
sebagai penjual.10 
3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan 
dan tidak sedang dalam keadaan sengketa. 
Jika salah satu syarat materil ini tidak dipenuhi dalam 
arti penjual bukan merupakan orang yang berhak atas 
tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi 
syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah 
yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau 
merupakan tanah yang tidak boleh diperjualbelikan, 
maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli 
tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah 
batal demi hukum. Artinya, sejak semula hukum 
menganggap tidak pernah terjadi jual beli.11 
b. Syarat Formil 
Setelah semua persyaratan materil dipenuhi maka 
PPAT akan membuat akta jual belinya. Akta jual beli 
menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus dibuat 
oleh PPAT. Jual beli yang dilakukan tanpa di hadapan 
PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada Hukum 
                                                        
10 Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1994), h. 2. 
11 Ibid. 
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Adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum Adat 
sistem yang dipakai adalah sistem yang 
konkret/kontan/nyata/riil. Kendatipun demikian untuk 
mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam 
setiap peralihan hak atas tanah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
sebagai peraturan pelaksana dari UUPA telah 
menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud 
untuk melakukan pemindahan hak atas tanah harus 
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di 
hadapan PPAT.12 
Akta PPAT adalah akta otentik, hal ini ditegaskan oleh 
Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. Sebagai akta otentik, terhadap akta 
PPAT berlaku ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat 
dan tata cara pembuatan akta otentik. Bentuk akta otentik 
ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang 
dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot 
yang sama harus pula ditentukan oleh undang-undang atau 
peraturan perundang-undangan setingkat dengan undang-
undang.13 
Menurut Boedi Harsono, akta jual beli yang dibuat di 
hadapan PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai 
benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih 
dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan 
tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah (yang sekarang sudah disempurnakan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah), pendaftaran jual beli tanah itu hanya 
dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. 
Orang yang melakukan jual beli tanah tanpa dibuktikan 
                                                        
12 Bachtiar Effendi, Kumpulan Tulisa tentang Hukum Tanah, 
(Bandung: Alumni, 1993), h. 23. 
13 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, h. 59. 
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dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertipikat, 
biarpun jual belinya sah menurut hukum.14 
Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di 
hadapan PPAT memang tidak ada sanksinya bagi para pihak, 
namun para pihak akan menemui kesulitan praktis yakni 
penerima hak tidak akan dapat mendaftarkan peralihan 
haknya sehingga tidak akan mendapatkan sertipikat atas 
namanya. Oleh karena itu, jalan yang dapat ditempuh adalah 
mengulangi prosedur peralihan haknya di hadapan PPAT. 
Tetapi, cara ini tergantung dari kemauan para pihak. 
Kesulitan akan timbul manakala pihak pertama atau ahli 
warisnya menolak atau telah pindah ke tempat lain sehingga 
pengulangan perbuatan hukum peralihannya tidak dapat 
dilakukan.15 
Akta PPAT terkait dengan keperluan penyerahan 
secara yuridis (juridische levering) disamping penyerahan 
nyata (feitelijk levering). Kewajiban menyerahkan surat 
bukti milik atas tanah yang dijual sangat penting, karena itu 
Pasal 1482 KUHPerdata menyatakan “Kewajiban 
menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang 
menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi 
pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, 
jika itu ada”. Jadi penyerahan suatu bidang tanah meliputi 
penyerahan sertipikatnya.16 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan tanah dan 
benda-benda yang ada di atasnya dilakukan dengan akta 
PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima 
disertai dengan penyerahan yuridis (juridische levering), 
yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-
                                                        
14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan 
Undang‐Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: 
Djambatan, 2007), h. 52. 
15 J. Kartini Soedjendro, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang 
Berpotensi Konflik, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 73. 
16 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: 
Alumni, 1986), h. 182. 
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undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui 
prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; 
dibuat oleh/di hadapan PPAT.17 
Tata cara terbitnya akta PPAT sebagai akta otentik 
sangatlah menentukan, karenanya apabila pihak yang 
berkepentingan dapat membuktikan adanya cacat dalam 
bentuknya karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian 
dalam tata cara pembuatannya maka akan mengakibatkan 
timbulnya risiko bagi kepastian hak yang timbul atau 
tercatat atas dasar akta tersebut. 
 
C. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri 
Sebagai Pembeli Tanah Untuk Rumah Tinggal dari 
Pemerintah 
1. Rumah Negara sebagai Rumah Tinggal Bagi Pegawai 
Negeri 
Istilah “rumah negara” sebenarnya telah ada sebelum 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (selanjutnya disebut 
dengan PP Rumah Negara) ditetapkan, namun demikian 
dalam penyebutannya ada beberapa istilah yaitu disebut 
dengan “rumah negeri” atau “rumah dinas”.18 Pasal 1 angka 
1 PP Rumah Negara telah mendefinisikan apa yang 
dimaksud dengan Rumah Negara sebagai berikut: “Rumah 
Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat 
dan/atau Pegawai Negeri”.  
                                                        
17 Abdul Kadir Muhammad,  Hukum Harta Kekayaan, (Bandung: 
Citra Aditya Bakti, 1994), h. 55‐56. 
18 Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara menyatakan bahwa “Semua peristilahan rumah 
negeri atau rumah dinas yang termuat dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini 
dibaca Rumah Negara.  
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Selanjutnya untuk status atau golongan Rumah 
Negara telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP Rumah 
Negara, yang menyebutkan bahwa “Untuk menentukan 
golongan rumah negara dilakukan penetapan status rumah 
negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara 
Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III”. Definisi 
masing-masing golongan yaitu sebagaimana telah 
didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 7 PP 
Rumah Negara beserta dengan penjelasannya:  
(5) Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang 
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan 
karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di 
rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas 
selama pejabat yang bersangkutan masih memegang 
jabatan tertentu tersebut; 
(6) Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang 
mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari 
suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh 
Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun 
rumah dikembalikan kepada Negara; 
(7) Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang 
tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat 
dijual kepada penghuninya; 
Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan 
Rumah Negara Golongan II dilakukan oleh pimpinan instansi 
yang bersangkutan yang memiliki kewajiban untuk 
menetapkan status rumah negara yang berada dibawah 
kewenangannya. Adapun yang dimaksud dengan “pimpinan 
instansi” yang bersangkutan adalah Menteri, Ketua Lembaga 
Tertinggi dan Tinggi Negara, Ketua Lembaga 
Departemen/Non Departemen yang setingkat dengan 
Menteri. Sedangkan penetapan status Rumah Negara 
Golongan III dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini 
berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP Rumah Negara adalah 
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menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan 
umum).19  
Subjek-subjek hukum yang dapat menghuni Rumah 
Negara adalah pejabat atau pegawai negeri sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 PP Rumah Negara yang menyatakan 
“Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada 
Pejabat atau Pegawai Negeri”. Pejabat atau Pegawai Negeri 
yang memanfaatkan fasilitas Rumah Negara harus 
memperhatikan syarat-syarat penghunian sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 PP Rumah Negara sebagai berikut: 
(1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin 
Penghunian.  
(2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada 
instansi yang bersangkutan.  
(3) Pemilik Surat Izin Penghunian wajib menempati Rumah 
Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 
(enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima.  
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh 
Menteri. 
 
2. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang 
Telah Dibeli oleh Pegawai Negeri 
Pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal 
yang telah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah 
prosedur atau tata cara pemberian sesuai dengan Keputusan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas 
Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli Oleh Pegawai 
Negeri Dari Pemerintah.  
Kewenangan pemberian hak atas tanah 
dilaksananakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
                                                        
19 Pasal 12 ayat (2), ayat (2a), dan ayat (3) PP Rumah Negara 
beserta Penjelasannya. 
Parmono Bikan - J. Andy Hartanto 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017 
427 
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999: “Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan 
pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum”. 
Serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa: “Menteri Negara 
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan 
keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas 
tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada 
kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 
atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadia 
sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III”. 
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka prosedur yang 
harus dilalui untuk meperoleh Hak Milik secara umum 
diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa: 
Hak Milik dapat diberikan kepada: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu: 
1) Bank Pemerintah; 
2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk 
oleh Pemerintah. 
Permohonan Hak Milik tersebut diajukan secara 
tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah 
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 
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Khusus untuk permohonan pemberian hak milik atas 
tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh Pegawai 
Negeri dari Pemerintah diatur lebih lanjut dalam ketentuan 
Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 
yang menyatakan bahwa: “Hak Milik atas tanah untuk rumah 
tinggal dapat diberikan kepada Pegawai negeri, untuk 
rumah dan tanah yang dimaksudkan untuk rumah tinggal 
yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pegawai Negeri dan 
Pemerintah”. 
Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada 
Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi 
letak tanah yang bersangkutan (Pasal 95 Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 
Negara Dan Hak Pengelolaan). Berdasarkan ketentuan Pasal 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 31/2005 tentang 
Perubahan Atas PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara: 
(1) Rumah negara yang dapat dialihkan statusnya hanya 
Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara 
Golongan III; 
(2) Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya 
menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi 
kebutuhan Rumah Jabatan. 
(3) Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai 
mess/asrama sipil dan ABRI tidak dapat dialihkan 
statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III. 
(3a) Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak 
sesuai lagi karena adanya perubahan organisasi 
atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan 
semula, dapat diubah status golongannya menjadi 
Rumah Negara Golongan II setelah mendapat 
pertimbangan Menteri; 
(4) Rumah Negara Golongan II yang akan dialihkan 
statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III 
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berdiri di 
atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status 
golongannya dari golongan II menjadi golongan III 
setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah; 
(4a) Pengalihan status rumah negara yang berbentuk 
rumah susun dari golongan II menjadi golongan III 
dilakukan untuk satu blok rumah susun yang 
status tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan 
yang berlaku; 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (3a), (4), 
dan (4a) diatur dengan Peraturan Presiden. 
Selanjutnya ketentuan Pasal 16 ayat (1): “Rumah 
negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara 
Golongan III”. Berkaitan dengan permohonan pemberian hak 
milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh 
Pegawai Negeri dari Pemerintah, maka dokumen yang harus 
dilengkapi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah: 
a. Untuk tanahnya yang diatasnya berdiri rumah Negara 
Golongan III: 
1) Bukti identitas pemohon; 
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas 
tanah yang bersangkutan; 
3) Surat tanda bukti pelunasan harga rumah dan tanah 
yang dikeluarkan oleh istansi yang berwenang; 
4) Surat keputusan instansi yang berwenang bahwa 
rumah yang bersangkutan sudah menjadi milik 
pemohon; 
5) Surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang 
bersangkutan kepada pemohon; 
6) Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah 
bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki 
termasuk bidang tanah yang dimohon. 
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b. Untuk tanah lainnya 
1) Foto copy bukti identitas pemohon; 
2) Surat tanda bukti pelunasan harga tanah yang 
bersangkutan; 
3) Surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang 
bersangkutan kepada pemohon; 
4) Surat pernyataan dari pemohon mengenai jumlah 
bidang, luas dan status tanah yang dimiliki termasuk 
bidang tanah yang dimohon; 
5) Bukti lain bahwa tanah tersebut adalah tanah yang 
dibeli oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dari 
Pemerintah. 
 
D. Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sebagai 
Pembeli Tanah untuk Rumah Tinggal dari 
Pemerintah 
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.20 
Menurut Maria Alfons, Ada dua macam perlindungan 
hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan 
perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang 
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 
dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan 
perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga 
peradilan.21 
                                                        
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000), h. 54. 
21 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas 
Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan 
Intelektual, (Ringkasan Disertasi-Universitas Brawijaya, Malang, 2010), 
h. 18. 
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Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui 
upaya peran serta (inspraak) ataupun dengar pendapat. 
Dalam hubungan ini asas keterbukaan dalam pelaksanaan 
pemerintahan sangat penting artinya. Arti penting 
perlindungan hukum preventif ialah mencegah sengketa 
adalah lebih baik daripada menyelesaikan sengketa.22 
Pengaturan tentang sarana perlindungan hukum preventif 
dalam hukum administrasi positif kita belum memadai. 
Sehubungan dengan itu usaha kodifikasi hukum 
administrasi umum berupa undang-undang tentang 
ketentuan umum hukum administrasi akan sangat 
menunjang hal tersebut di atas.  
Terkait dengan perlindungan terhadap Pegawai 
Negeri yang membeli rumah negara dari Pemerintah sebagai 
tempat tinggal, maka terlebih dahulu akan uraikan mengenai 
pengertian Pegawai Negeri. Menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia W.J.S. Poerwadinata, kata pegawai berarti: “orang 
yang berkerja pada Pemerintah (Perusahaan dan 
sebagainya).” Sedangkan “negeri” berarti: “negara” atau 
“pemerintah.” Jadi pegawai negeri adalah orang yang 
bekerja pada Pemerintah atau negara.23 
Perlindungan hukum bagi rakyat termasuk juga di 
dalamnya pegawai negeri, merupakan konsep universal, 
dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang 
mengedepankan diri sebagai sebagai negara hukum. Namun, 
seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing 
negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang 
bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan 
juga sampai seberapa jauh perlindungan itu diberikan.24  
Menurut Sjahran Basah, perlindungan terhadap 
warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi 
                                                        
22 Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah, h. 8-9. 
23 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali Pres, 
1986), h. 13. 
24 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2016), h. 282. 
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negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan 
perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri 
dilakukan terhadap sikap dan tindakannya dengan baik dan 
benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.25 
Dalam hal pegawai negeri yang membeli rumah 
negara sebagai tempat untuk tinggal, prosedurnya:  
1. Sebelum mengajukan usulan permohonan perubahan 
status hendaknya pemohon memastikan bahwa rumah 
negara yang ditempatinya memenuhi syarat rumah 
negara golongan tiga. 
2. Dalam mengajukan surat permohonan usulan 
perubahan status rumah negara dari rumah negara 
golongan dua ke rumah negara golongan tiga (jika 
asalnya rumah tersebut Golongan II) untuk dibeli 
melalui sewa beli. Tentu saja surat permohonan harus 
dilengkapi surat-surat yang diminta. 
3. Surat permohonan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan 
Umum jika yang bersangkutan pensiunan di 
Departemen itu. Bagi Anggota TNI atau Pensiunan TNI 
permohonan ditujukan ke Menhan dan Kaplori untuk 
Anggota atau pensiunan POLRI.  
4. Dalam hal menteri atau kepada departemen menolak 
permohonan penghuni maka surat penolakan akan 
disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 
4 (empat) bulan. Namun jika menteri atau Kepala 
Departemen yang bersangkutan menyetujui 
permohonan penghuni, maka menteri atau kepala 
departemen yang bersangkutan mengajukan surat 
permohonan penetapan status rumah negara pemohon 
dari golongan dua ke golongan tiga untuk dapat dibeli 
pemohon.kepada Menteri Pekerjaan Umum. 
5. Jika Menteri PU menyetujui perubahan status ia 
mengeluarkan penetapan perubahan status menjadi 
golongan tiga untuk dijual kepada pemohon/pegawai 
negeri yang bersangkutan. Tembusannya dikirim 
                                                        
25 Ibid., h. 290. 
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kepada menteri atau kepala departemen yang 
bersangkutan untuk dijadikan dasar menghapus rumah 
negara pemohon dari daftar invetaris barang milik 
negara di lingkungannya. 
Perjanjian jual-beli pada hakekatnya merupakan 
perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik dari 
penjual kepada pembeli/konsumen. Hal ini dasarnya adanya 
hakekatnya pembayaran, di mana hakikat pembayaran pada 
perjanjian jual beli bukan berupa kompensasi atas 
kenikmatan barang melainkan pada pemilikan atau hak 
milik atas barang itu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian 
jual-beli sebenarnya merupakan atas hak untuk memperoleh 
hak milik atas suatu barang. Hak milik tersebut terjadi 
setelah adanya perpindahan dan ciri khas atau karakteristik 
perjanjian jual-beli adalah hak milik beralih kepada pembeli 
setelah harus dibayar lunas. Jika harga barang/rumah belum 
dibayar lunas maka hak milik masih berada pada penjual. 
Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai dari barang 
dan jasa. Dalam perjanjian jual-beli, posisi konsumen 
ditempatkan pada pembeli.26 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dinyatakan 
bahwa Hak Konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 
barang dan/atau jasa yang digunakan. 
                                                        
26 Mariam Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan 
Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 1981), h. 4. 
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 
konsumen. 
g. Hak untuk diberlakukukan atau dilayani secara benar 
dan jujur serta tidak diskriminatif. 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya. 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
Berdasarkan uraian di atas, terhadap pegawai negeri 
yang membeli rumah dinas dari Pemerintah, terdapat 
perlindungan hukumnya, yakni perlindungan hukum 
preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 
hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan 
diskresi atas pembelian rumah dinas tersebut, dan 
perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk 
menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya 
di lembaga peradilan. 
 
E. Penutup 
Berdasarkan berbagai pemaparan sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Otentisitas akta jual beli atas tanah pemerintah yang 
dibeli oleh Pegawai Negeri adalah sah dan mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam hal 
untuk pengurusan pemberian hak milik di Kantor 
Pertanahan, maka akta jual beli tersebut tidak dapat 
dipergunakan sebagai persyaratannya. Sebagaimana 
ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan Kantor 
Pertanahan, syarat yang harus dipenuhi untuk 
pengurusan pemberian hak milik yakni berupa Akta 
Parmono Bikan - J. Andy Hartanto 
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atau Surat Pelepasan Hak dari pemerintah yang dibuat 
di hadapan Notaris kepada Pegawai Negeri yang 
membeli rumah dinas tersebut. 
2. Bentuk perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri yang 
membeli rumah Negara untuk tempat tinggal yakni 
berupa pengaturan melalui peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas pengaturan mengenai tata 
cara pemberian hak milik terhadap pegawai negeri atau 
ahli warisnya atas rumah dinas yang dibelinya tersebut. 
Di samping itu juga terdapat perlindungan hukum yang 
berupa perlindungan hukum preventif yang bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan 
hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan 
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